
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  9  TAHUN 2013 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah dan 
sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas  
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 
 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Provinsi  Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan  Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah; 

  

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1622); 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 Tentang Pokok–pokok Kepegawaian ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

    

SALINAN 
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  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoesia Nomor 1547); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 45); 

 
 

    
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI  KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA 

KERJA DINAS DAERAH PROVINSI  KALIMANTAN TENGAH. 
 

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 45) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 21 
 

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  
terdiri   dari: 

a. Kepala Dinas.  

b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Penyusunan Program;  

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.   

c. Bidang, terdiri dari: 

1. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:  

1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan 
Persyaratan Kerja; dan 

3) Seksi  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan: 

1) Seksi Pengembangan Pasar Kerja; 

2) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja; dan 

3) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja. 

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, 
membawahkan: 

1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan; 

2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan 

3) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja. 

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan: 

1) Seksi Norma Kerja;  
2) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan  
3) Seksi Pengawasan  Norma Perempuan dan Anak.  

5. Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi, 
membawahkan: 

1) Seksi Potensi Kawasan Transmigrasi; 
2) Seksi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur 
Kawasan Transmigrasi; dan  

3) Seksi Penyiapan Lahan dan Sertifikasi. 
6. Bidang Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi, 
membawahkan: 

1) Seksi Promosi dan Kerjasama;  
2) Seksi Penyiapan dan Penyerasian Penempatan 
Transmigrasi; dan 

3) Seksi Adaptasi  dan Penempatan Transmigrasi. 
7. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 
Transmigrasi (PMKT), membawahkan: 

1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;  
2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Permukiman; dan  

3) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Peningkatan Status Desa. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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2.  Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 55 

 
Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari: 
a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; 

b. Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

c. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; 

d. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; 

e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

f.  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

g. Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

h. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

i.  Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

j.  Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

l.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

m. Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; 

n. Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini; 

o. Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 
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p. Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
dan pelaksanaan penataan organisasi dan tatakerja pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk pengisian personil 
berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 
tanggal 1 Januari 2014. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
 

 Ditetapkan di Palangka Raya 
 pada tanggal  2 Agustus 2013 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 

 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  2 Agustus 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
SIUN JARIAS 

 

 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 9  

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 
 

 
AMIR HAMZAH K. HADI 

 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  9  TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 

 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

I.  UMUM 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti 
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam 
organisasi tersendiri dengan tetap beracuan pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah. 

Dan, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali 
terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas  Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah dengan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, kewenangan 
urusan pemerintah yang dimiliki daerah, karekteristik potensi dan kebutuhan 
daerah, kemampuan keuangan daerah; serta ketersediaan Sumber Daya 
Aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah.  

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 
Cukup Jelas   

 
Pasal II 
     Cukup Jelas    
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66 

 



LAMPIRAN   I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR    9   TAHUN 2013 

 TANGGAL   2  AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 
 

 
AMIR HAMZAH K. HADI 

U P T D 

BIDANG 
 PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL 

PENDIDIKAN 

BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR  

BIDANG 
PENDIDIKAN MENENGAH DAN LUAR BIASA 

 

BIDANG 
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 

SEKSI 
PENDIDIKAN KESETARAAN 

SEKSI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

 

SEKSI 
TAMAN KANAK-KANAK 

 

SEKSI  
PENGEMBANGAN DATA PENDIDIKAN 

SEKSI  
PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN GENDER 

SEKSI 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

 

SEKSI 
SEKOLAH DASAR 

SEKSI 
PENGEMBANGAN STANDAR MUTU 

PENDIDIKAN 
 

SEKSI 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

SEKSI 
SEKOLAH LUAR BIASA 

SEKSI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN STANDAR AKSES 

PENDIDIKAN 

KEPALA  DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
 KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 

 
AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN   II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR   9  TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
  

BIDANG 
PEMBERDAYAAN PEMUDA 

U P T D 

BIDANG 
 PENGEMBANGAN PEMUDA 

KEPALA  DINAS 

SEKRETARIAT 

BIDANG  

KEOLAHRAGAAN  

BIDANG 
SARANA DAN PRASARANA PEMUDA & 

OLAHRAGA 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
 KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
PENINGKATAN SUMBERDAYA PEMUDA & 

KREATIVITAS PEMUDA 

SEKSI 
SARANA & PRASARANA PEMUDA 

 

SEKSI 
OLAHRAGA PENDIDIKAN 

 

SEKSI  
KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN 

KEPELOPORAN PEMUDA 

SEKSI  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN 

WAWASAN PEMUDA 

SEKSI 
SARANA & PRASARANA OLAHRAGA 

 

SEKSI 

OLAHRAGA REKREASI SEKSI 
KEWIRAUSAHAAN & TENAGA 

KEPEMUDAAN 
 

SEKSI 
ORGANISASI KEPEMUDAAN 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN & PERAWATAN 
SEKSI 

OLAHRAGA PRESTASI 

SEKSI 
KEPANDUAN 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9  TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
 
  

BIDANG 
BINA JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN 

 

U P T D 

BIDANG 
 BINA  PELAYANAN KESEHATAN 

KEPALA  DINAS 

SEKRETARIAT 

BIDANG  

BINA PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN 

BIDANG 

PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
 KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
BIMDAL JAMINAN KESEHATAN 

SEKSI 
BIMDAL PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN 

 

SEKSI 
BIMDAL PEMBERANTASAN PENYAKIT 

SEKSI  
BIMDAL KESEHATAN DASAR 

 

SEKSI  
BIMDAL SARANA DAN PERALATAN 

KESEHATAN 

SEKSI 

BIMDAL PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
SEKSI 

BIMDAL WABAH DAN BENCANA SEKSI 
BIMDAL KESEHATAN RUJUKAN 

SEKSI  
BIMDAL KEFARMASIAN 

SEKSI 

BIMDAL REGISTRASI DAN AKREDITASI 
SEKSI 

BIMDAL KESEHATAN LINGKUNGAN 

SEKSI 
BIMDAL KESEHATAN KHUSUS 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 
 

 
AMIR HAMZAH K. HADI 

 
  

BIDANG 
BANTUAN DAN JAMINAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

U P T D 

BIDANG 
 PEMBINAAN DAN PELAYANAN SOSIAL 

KEPALA  DINAS 

SEKRETARIAT 

BIDANG  

PEMBERDAYAAN SOSIAL 

BIDANG 

REHABILITASI SOSIAL 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
 KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN 
BENCANA, TINDAK KEKERASAN DAN 

PEKERJA MIGRAN  

SEKSI  
REHABILITASI PENYANDANG CACAT 

SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS  
ADAT TERPENCIL 

SEKSI  
PEMBINAAN KEPAHLAWANAN DAN 

PERINTIS KEMERDEKAAN 

SEKSI  
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN 

SUMBER DANA SOSIAL 

SEKSI 

REHABILITASI TUNA SOSIAL  
SEKSI PEMBERDAYAAN  

KELUARGA FAKIR MISKIN SEKSI 
PELAYANAN SOSIAL ANAK 

SEKSI JAMINAN  

KESEJAHTERAAN SOSIAL 
 

SEKSI REHABILITASI KORBAN NARKOTIKA, 
PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIP LAINNYA 

(NAPZA) 

SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SEKSI PELAYANAN SOSIAL  
LANJUT USIA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 

SEKSI   
HUBUNGAN ANTAR 

LEMBAGA 

SEKSI  
PENYIARAN DAERAH 

SEKSI 
DISEMINASI 
INFORMASI 

U P T D 

SEKSI 
POS 

SEKSI 
TELEKOMUNIKASI 

SEKSI 
SARANA 

TELEKOMUNIKASI 

SEKSI 
TELEMATIKA 
TERAPAN 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

TEKNOLOGI 
INFORMATIKA 

SEKSI 
SARANA 

TEKNOLOGI 
INFORMATIKA 

SUB BAGIAN 
UMUM,  DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN, DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI LALU LINTAS & 
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU 

& PENYEBERANGAN 

SEKSI   
PRASARANA 

SEKSI  
KESELAMATAN & TEKNIK 

SARANA 

SEKSI  
ANGKUTAN LAUT 

SEKSI  
KEPELABUHANAN 

SEKSI 
KESELAMATAN 
PELAYARAN 

SEKSI  
ANGKUTAN UDARA 

SEKSI  TEKNIK BANDAR 
UDARA & FASILITAS 

ELEKTRONIK & LISTRIK 

SEKSI 
KESELAMATAN 
PENERBANGAN 

SEKSI  
LALU LINTAS DAN  
PENGENDALIAN 

OPERASIONAL LLAJ 

SEKSI KESELAMATAN 
TEKNIK SARANA DAN 

PRASARANA 

 SEKSI ANGKUTAN, 
 JARINGAN TRANSPORTASI 
JALAN & PERKRETAAPIAN 

PROVINSI 

BIDANG 
SARANA KOMUNIKASI 

DAN DISEMINASI 
INFORMASI (SKDI) 

BIDANG  
TRANSPORTASI JALAN 

BIDANG 
TRANSPORTASI UDARA 

BIDANG  
TRANSPORTASI SUNGAI, 

DANAU & PENYEBERANGAN 

BIDANG 
TRANSPORTASI LAUT 

BIDANG 
POS DAN TELEKOMUNIKASI 

BIDANG 
TEKNOLOGI 

INFORMATIKA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 

BIDANG 
 PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN 
 

SEKSI 

NORMA KERJA  

SEKSI NORMA 
KESELAMATAN & 

KESEHATAN KERJA 
 

SEKSI 
PENGAWASAN NORMA 
PEREMPUAN & ANAK 

KEPALA DINAS 

BIDANG 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

SEKSI PENGUPAHAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 
TENAGA KERJA 

SEKSI KELEMBAGAAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
& PERSYARATAN KERJA  

SEKSI PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

U P T D 

BIDANG PENYIAPAN 
PERMUKIMAN 
TRANSMIGRASI 
TRANSMIGRASI 

BIDANG KERJASAMA & 
FASILITASI PENEMPATAN 

TRANSMIGRASI 

SEKSI 
POTENSI KAWASAN 
TRANSMIGRASI 

SEKSI  
PROMOSI DAN 
KERJASAMA 

SEKSI PEMBANGUNAN 
PERMUKIMAN DAN 
INFRASTRUKTUR 

KAWASAN 
TRANSMIGRASI 

SEKSI PENYIAPAN & 
PENYERASIAN 
PENEMPATAN 

SEKSI ADAPTASI & 
FASILITASI PENEMPATAN 

TRANSMIGRASI 

BIDANG  
PENEMPATAN TENAGA 

KERJA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN PASAR 

KERJA   

SEKSI PENGEMBANGAN 
KESEMPATAN KERJA 

SEKSI  
PENYALURAN DAN 

PENEMPATAN NAKER 

BIDANG  
PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS  NAKER 

SEKSI  BIMBINGAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA   

SEKSI  
STANDARDISASI DAN 

SERTIFIKASI 

SEKSI   
PELATIHAN TENAGA 

KERJA  DAN 

BIDANG  
PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT & KAWASAN 
TRANSMIGRASI (PMKT) 

SEKSI 
 PENGEMBANGAN USAHA 

DAN PEMASARAN 

SEKSI  PENGEMBANGAN 
SARANA & PRASARANA 

PERMUKIMAN  

SEKSI  PEGEMBANGAN 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 
ENINGKATAN STATUS 

DESA 

SEKSI 
PENYIAPAN LAHAN & 

SERTIFIKASI  

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
UMUM,  DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
 

U P T D 

 BIDANG  
BINA MARGA 

SEKSI 
PERENCANAAN  

TEKNIS 

SEKSI 
JALAN 

SEKSI 
JEMBATAN 

BIDANG  
SUMBER DAYA AIR 

SEKSI  
PERENCANAAN 

TEKNIS 

SEKSI  
PEMBANGUNAN & 
PEMANFAATAN   

 

SEKSI 
PENGAMANAN  

SUMBER-SUMBER 
AIR 

BIDANG 
CIPTA KARYA 

SEKSI 
PERENCANAAN 

TEKNIS 

SEKSI   

TATA BANGUNAN 

SEKSI PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN  (PLP) 
 

BIDANG 
BINA KONSTRUKSI 

SEKSI 
PENGKAJIAN 
USAHA JASA 
KONSTRUKSI 

SEKSI 
PENYULUHAN & 
BIMBINGAN 
TEKNIS 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

UJI MUTU 

BIDANG TATA RUANG DAN 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN STRATEGIS 

SEKSI  
PENGATURAN DAN 

PEMBINAAN 

SEKSI  
PEMBANGUNAN DAN 

PEMANFAATAN 

SEKSI 
PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN 

BIDANG 
PERUMAHAN 

SEKSI 
PERENCANAAN 

TEKNIS 

SEKSI  
PERUMAHAN 
SWADAYA & 

PERUMAHAN FORMAL 

SEKSI PEMBIAYAAN & 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
UMUM,  DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 

U P T D 

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG  
BINA LEMBAGA DAN 

PENYULUHAN KOPERASI 

 

SEKSI 
ORGANISASI DAN BADAN 

HUKUM KOPERASI 

SEKSI 
BIMBINGAN DAN 
PENYULUHAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN DAN 

AKUNTABILITAS 
KOPERASI 

BIDANG 
FASILITASI PEMBIAYAAN DAN 

SIMPAN PINJAM 

SEKSI 
SIMPAN PINJAM 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

FASILITASI PEMBIAYAAN 

SEKSI 
FASILITASI PEMBIAYAAN  

KOPERASI UMKM 

BIDANG 
USAHA MIKRO, KECIL DAN  

MENENGAH 

SEKSI 
USAHA MIKRO 

SEKSI 
KEMITRAAN DAN 
KEWIRAUSAHAAN 

SEKSI 
USAHA KECIL DAN  

MENENGAH 

BIDANG  

BINA USAHA KOPERASI 

SEKSI 
PRODUKSI 

SEKSI 
ANEKA JASA DAN PROMOSI 

SEKSI 
PEMASARAN DAN  

JARINGAN USAHA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
  

SUB BAGIAN 
UMUM,  DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SEKRETARI

KEPALA DINAS 

U P T D 

SEKSI  
LAHAN DAN AIR 

SEKSI ALSIN, PUPUK DAN 
PESTISIDA 

 SEKSI  
PEMBIAYAAN DAN 

KELEMBAGAAN 

BIDANG  
PENGEMBANGAN PRASARANA 

DAN SARANA 

SEKSI 
 PERBENIHAN 
HORTIKULTURA 

SEKSI PRODUKSI 
HORTIKULTURA 

 

SEKSI  
PERLINDUNGAN TANAMAN 

HORTIKULTURA 

 

BIDANG  
PENGEMBANGAN PRODUKSI 

HORTIKULTURA 

BIDANG 
PENGEMBANGAN PRODUKSI 

TANAMAN PANGAN 

SEKSI  
PERBENIHAN TANAMAN 

PANGAN 

SEKSI   
PRODUKSI TANAMAN 

PANGAN 

  SEKSI  
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 

 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 

PRODUKSI PETERNAKAN 

SEKSI PEMBIBITAN 

DAN PAKAN TERNAK 

SEKSI  
BUDIDAYA TERNAK 

SEKSI 
TEKNOLOGI DAN 

PENYEBARAN TERNAK 

BIDANG 
KESEHATAN HEWAN & 

KESEHATAN MASY. VETERINER 

SEKSI 
PENCEGAHAN & 

PEMBERANTASAN PENYAKIT 
HEWAN 

SEKSI 
 PENGAWASAN OBAT & 
PELAYANAN KESEHATAN 

HEWAN 

SEKSI 
KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
 AGRIBISNIS) 

SEKSI   
DATA DAN INFORMASI 

SEKSI  
PASCA PANEN DAN 
PENGOLAHAN  HASIL 

SEKSI 
PROMOSI, PEMASARAN 
HASIL  DAN INVESTASI 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
  

KEPALA DINAS 

U P T D 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG  

PERIKANAN BUDIDAYA 

SEKSI 
SARANA &  PRASARANA 
PERIKANAN BUDIDAYA 

SEKSI PERBENIHAN 
KESEHATAN IKAN & 

LINGKUNGAN 

SEKSI 
PRODUKSI DAN USAHA 

BUDIDAYA 

BIDANG 
PENGOLAHAN DAN  
PEMASARAN HASIL 

 

SEKSI 
MUTU DAN PENGOLAHAN 

HASIL PERIKANAN 

SEKSI 
USAHA DAN INVESTASI 

SEKSI 
PEMASARAN HASIL  

PERIKANAN 

BIDANG 
PENGELOLAAN SUMBERDAYA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

SEKSI 
PENGAWASAN SUMBERDAYA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

SEKSI PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA KELAUTAN 

DAN PESISIR 

SEKSI KONSERVASI DAN 
REHABILITASI SUMBERDAYA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG  
PERIKANAN TANGKAP 

 

SEKSI 
SARANA DAN PRASARANA 
PERIKANAN TANGKAP 

SEKSI 
SUMBER DAYA IKAN 

SEKSI 
USAHA PERIKANAN  

TANGKAP 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN  XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
 

U P T D 

BIDANG  
ANEKA  INDUSTRI 

 

SEKSI  
INDUSTRI AGRO  

& KIMIA 
 

SEKSI  
INDUSTRI LOGAM, 

MESIN & TEKSTIL 

SEKSI 
INDUSTRI ALAT 

TRANSPORTASI & 
TELEMATIKA 

BIDANG  
PENGEMBANGAN USAHA 

SEKSI  
KEMITRAAN USAHA & 
HUB. KELEMBAGAAN 

SEKSI  
PAMERAN DAN PROMOSI 

SEKSI PENGUMPULAN 
PENGOLAHAN & 
ANALISIS DATA 

 BIDANG  
INDUSTRI KECIL DAN 

MENENGAH 

SEKSI 
INDUSTRI PANGAN, 
SANDANG & KIMIA 

 

SEKSI 
INDUSTRI LOGAM, 

MESIN & ELEKTRONIKA 

SEKSI 
INDUSTRI KERAJINAN 
& BAHAN BANGUNAN 

BIDANG 
PERLINDUNGAN KON- 

SUMEN & PENGAWASAN 
BARANG BEREDAR 

SEKSI 
PENYULUHAN 
KONSUMEN 

SEKSI   
PENGAWASAN BARANG 

BEREDAR 

SEKSI PENYELESAIAN 
SENGKETA KONSUMEN 

 

BIDANG 
PERDAGANGAN DALAM 

NEGERI 

SEKSI 
BINA PASAR & 
DISTRIBUSI 

SEKSI 
SARANA & PROMOSI 

PERDAGANGAN 

SEKSI 
BINA USAHA & 
PEDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

 

BIDANG 
PERDAGANGAN LUAR 

NEGERI 

SEKSI 
EKSPOR 

SEKSI  
IMPOR 

SEKSI FASILITASI & 
KERJASAMA 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
UMUM,  DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR  9 TAHUN 2013 

 TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
  

KEPALA DINAS 

U P T D 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG  
NILAI BUDAYA, SENI  

DAN FILM 

SEKSI 
BINA KARAKTER DAN 
PEKERTI BANGSA 

SEKSI TRADISI, ADAT 
DAN BUDAYA 
MASYARAKAT 

SEKSI 
KESENIAN DAN 
PERFILMAN 

BIDANG 
PENGEMBANGAN DESTINASI 

PARIWISATA 
 

SEKSI 
USAHA DAN PRODUK 

PARIWISATA 

SEKSI 
STANDARDISASI 
PARIWISATA 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT 

BIDANG 

PEMASARAN 

SEKSI 

SARANA PROMOSI 

SEKSI ANALISA DAN  

PENGEMBANGAN PASAR 

SEKSI  
PROMOSI DALAM DAN 

LUAR NEGERI 

BIDANG  
SEJARAH & PURBAKALA 

 

SEKSI 
GEOGRAFI SEJARAH 

SEKSI 
PENINGGALAN BAWAH AIR 

DAN NILAI SEJARAH 

SEKSI 
PERMUSEUMAN DAN 
KEPURBAKALAAN 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN XIII  PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
  NOMOR  9 TAHUN 2013 

  TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
  

U P T D 

BIDANG  

PRODUKSI HASIL HUTAN 

SEKSI  
SARANA PENGUSAHAAN HUTAN 

 

SEKSI  
PRODUKSI DAN IURAN  

 HASIL HUTAN 
 

SEKSI 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN DAN 

HASIL HUTAN BUKAN KAYU 

BIDANG 
REHABILITASI HUTAN DAN PERHUTANAN 

SOSIAL 
 

SEKSI 

REBOISASI DAN PENGHIJAUAN  

SEKSI 

PEMBINAAN HUTAN TANAMAN 

SEKSI 
PENYULUHAN DAN PERHUTANAN 

SOSIAL 
 

 BIDANG  

PERENCANAAN HUTAN 

SEKSI INVENTARISASI, DATA & 
PEMETAAN HUTAN 

 

SEKSI PEMBANGUNAN 
KEHUTANAN 

 

SEKSI  
RENCANA PENGUSAHAAN 

HUTAN 
 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
PERLINDUNGAN & PENGAMANAN 

HUTAN DAN HASIL HUTAN 
 

SEKSI 
PERLINDUNGAN HUTAN 

SEKSI   
PENGAMANAN HUTAN 

SEKSI  
PENGAWASAN PENGUSAHAAN 
HUTAN DAN PEREDARAN HASIL 

HUTAN 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN XIV  PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
  NOMOR  9 TAHUN 2013 

  TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
 
  

U P T D 

BIDANG  
BUDIDAYA 

SEKSI  
PEMBENIHAN 

SEKSI  
PENGEMBANGAN BUDI DAYA 

SEKSI 
EKSPLORASI PRODUKSI 

BIDANG 
KELEMBAGAAN DAN SARANA  

PRASARANA 
 

SEKSI 
KELEMBAGAAN DAN 

PENYULUHAN 
 

SEKSI 

SARANA  PRASARANA  

SEKSI PENGEMBANGAN   

INVESTASI 
 

 BIDANG  
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 

SEKSI KONSERVASI  
LAHAN DAN AIR 

 

SEKSI PERAMALAN DAN 
PENGENDALIAN OPT 

 

SEKSI  
PENGAMANAN USAHA 

PERKEBUNAN 
 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 

 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

SEKSI   
PENGENDALIAN  
MUTU HASIL 

 

SEKSI  
PEMASARAN 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN XV  PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
  NOMOR  9 TAHUN 2013 

  TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM 
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
 
 

U P T D 

BIDANG  
GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 

 

SEKSI INVENTARISASI SUMBERDAYA 

MINERAL 

SEKSI  
GEOLOGI TATA LINGKUNGAN & 

GEOLOGI KELAUTAN 
 

SEKSI 
LABORATORIUM DAN PERALATAN 

SURVEY 

BIDANG 
LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI 

SEKSI 
PENGUSAHAAN LISTRIK  

DAN ENERGI 
 

SEKSI 
PENGEMBANGAN LISTRIK DAN 

PEMANFAATAN ENERGI 
 

SEKSI 
BIMBINGAN TEKNIS DAN KONSERVASI 

ENERGI  
 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
PERTAMBANGAN UMUM 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN PELAYANAN 

PERIZINAN 
 

SEKSI   

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

SEKSI  
BIMBINGAN TEKNIS & PENATAAN 

WILAYAH 

 BIDANG  
MINYAK DAN GAS BUMI 

SEKSI  
PENGUSAHAAN MINYAK  

DAN GAS BUMI 
 

SEKSI PENGAWASAN MINYAK 
DAN GAS BUMI 

 

SEKSI  
K-3 DAN LINGKUNGAN MINYAK 

DAN GAS BUMI 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 



LAMPIRAN XVI  PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
  NOMOR  9 TAHUN 2013 

  TANGGAL  2 AGUSTUS 2013 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 
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BIDANG  

PAJAK DAERAH 

SEKSI  

PKB DAN BBNKB 

SEKSI  
PAJAK DAERAH LAINNYA 

SEKSI 
PENYELESAIAN SENGKETA DAN 

KEBERATAN PAJAK 

BIDANG 
PEMBINAAN DAN  
PENGENDALIAN 

SEKSI 
HUKUM DAN PENYULUHAN 

SEKSI 
TERTIB ADMINISTRASI 
PUNGUTAN DAERAH 

SEKSI 

PENGENDALIAN PENDAPATAN 
DAERAH 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN 
PROGRAM 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
RETRIBUSI DAN  

PENDAPATAN DAERAH LAINNYA 

SEKSI 
RETRIBUSI 

SEKSI   
PAD LAINNYA 

SEKSI  

PENDAPATAN LAIN - LAIN 

 BIDANG  
PENGEMBANGAN  PENDAPATAN 

 

SEKSI PENGUMPULAN DAN 
PENGOLAHAN DATA 

 

SEKSI PENGEMBANGAN DAN 
KERJASAMA PUNGUTAN 

SEKSI  
MONITORING, EVALUASI 

 DAN PELAPORAN 

KEPALA DINAS 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
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AGUSTIN TERAS NARANG 


